BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah

Kabupaten Lebong Nomor 03 Tahun 2015 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka periu ditetapkan
peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014

- 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Benglulu (Lemmbaran Neogara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran
MNepara Republik Indonesia Nomor 2828},

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1085 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahunl994 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang

Penvelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nemor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor JOB8);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Nepara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 42806);
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Undang-Undang Nomor o2 Lanhun suuda  elikallg
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 ientang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kal
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Bengkulu (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2854);
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Ferauran remerninian NIl Lo fadluddl WU LRSS
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinst scbagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 MNomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemnerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200! Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 DNomor 485,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
4502);

Peraturan Pemerintah MNomeor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45021

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4573},

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4376);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014

Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri dari:

(1) Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp, 17.498.314.380,33
b. Pendapatan Transfer Rp. 509.117.966.972,24
c. Pendapatan Lain-lain yang Sah Rp. 2.772.982.448,63
Jumlah Pendapatan Rp. 529,380.263.801,20
(2] Belanja
a, Belanja Tidak Langsung
1} Belanja Pegawai Rp. 231.571.360.644,00
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3] Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 17.376.495.550,00
%) Belanja Bantuan Sosial Rp. 4,355.605.400,00
&) Belanja Bagi Hasil Ep. 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 17.866.300.150,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 271.169.761.744,00
b. Belanja Langsung
1} Belanja Barang dan Jasa Rp. 100,995.273.514,00
7| Belanja Modal Rp. 157.791.496.957,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 258.786,.770.471,00
(3) Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 46.593.279.076,90
b, Pengeluaran Rp. 1,000.000,000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 45.593.279.076,95

Sjsa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 45,026.010.663,15

Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realizasi Anggaran.

Pasal 4 '
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
tercantum dalam Lampiran [l Peraturan Bupati ini.

Pasal o
Lampiran Anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pelaporan Keuangan dan &inena INSiailss -FEeseliansss
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5163);

26, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPED dan Informasi Laporan Peyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 MNomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

27 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten [/ kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
#2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

98, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202010 Nemeor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2163);

29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daecrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);

30, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006
Tentang  Pedoman Pengelolaan kKeuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31.Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 21 Tahun 2011
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Nomor 310);

32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

34 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014

A5 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Momor 07 Tahun 2014
teritang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014,



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal ZpAguwstas 2015

[ BUPATI ma@a,ﬂﬁ

~. H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal o® Aguwstus 2015
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